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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAR
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib menctapkan Kawasan Tanpa Rokok;

bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten
Barito Selatan, diperlukan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk
senantiasa membiasakan hidup schat;

bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan
bahaya bagi kesehatan individu,masyarakat,dan hngkungan
baik secara langsung maupun tidak langsung,sehingga
diperlukan upayva pengendalian dampak rokok terhadap
kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Kawasan
Tanpa Rokok;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3821};

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4233);
Undang-Undang no 27 Tahun 2012.....................

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737};

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum,
nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung
nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang
untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah
orang vang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas
kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan
Tanpa Rokak.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan
ekonomi.

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap rokok.

8. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara

langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi terpaksa menghisap
atau menghirup asap rokok orang lain atau setiap orang yang secara tidak
langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.

10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk

11

12,

kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan
dan/atau pelatihan.

.Tempat umum adalah semua tecmpat tertutup yang dapat diakses oleh

masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk
menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok adalah serangkaian kegiatan yang
meliputi penetapan kawasan tanpa asap rokok/ pemanfaatan kawasan tanpa
rokok, dan pengendalian pemanfaatan kawasan tanpa rokok.



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan
mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang
dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

Tempal atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh
alap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang
digunakan dan struktur permanen atau sementara.

Tempat Anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat
dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat.

Perkantoran adalah lingkungan gedung/kantor vang berada di wilayah
Kabupaten Barito Selatan.

Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan
dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan
mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk
merokok.

Angkutan Umum adalah Sarana transportasi yang dapat digunakan oleh
masyarakat baik di sungai maupun di darat.

Perorangan adalah setiap orang

23.Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan

24.

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yvang
meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun,kongsi, koperasi, yayasan,organisasi massa,
organisasi social politik,bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab

BAE IT
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

a.

kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas
kesehatan warga masyarakat;

keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara
kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;

kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang
sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;



keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai
komponen terkait,

kescrasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan
berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;

kelestarian dan  berkelanjutan, berarti bahwa sctiap orang memikul
kewajibandan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap
sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan
Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;

partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan kecputusan dan pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara
dan/atau masvarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan

transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat
dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi
Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

a.

b.

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk
merokok baik langsung maupun tidak langsung;

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
untuk meningkatkan kesecjahteraan masyarakat; dan
untuk mencegah perokok pemula.

memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokek aktif
dan/atau perokok pasif;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari

asap rokok.



(2)

(3)

Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya
asap rokok bagi kesehatan.

Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa
Rokok.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Sctiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk
merokok (Smoking Areca).

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok
pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja
vang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat
khusus merokok (smoking area).

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib
memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat
berupa pamflet dan/atau audio visual di kawasan tanpa Rokok pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pimpinan lembaga dan/atau badan berkewajiban untuk;

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang
menjadi tanggung jawabnya;

b. melarang semua orang untuk tidak merokok di kawasan Tanpa Rokok
yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media
yang mudah dimengerti;

c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua
pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan
mudah dibaca.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOR
Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.tempat kerja perkantoran;

b.tempat pelayanan dan sarana kesehatan;
c.tempat proses belajar mengajar;

d.tempat anak bermain/tempat anak berkumpul;
e.tempat ibadah;



f.didalam angkutan umum dan ruang tunggu;
g.tempat umum tertutup dan sarana olah raga tertutup,

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Bupadti.

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:
a. memproduksi atau membuat rokok;

b. menjual rokok;

c. menyelenggarakan iklan rokok;

d. mempromosikan rokok; dan/atau

€. merokok.

BAB V
RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
(SMOKING AREA)
Pasal 9

Ruangan/tempat khusus untuk merokok (Smoking Area} wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat
dilarang merokok;

b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok {smoking areaj;

c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara
vang memadai;

d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokock bagi kesehatan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAEKAT
Pasal 10

{1} Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di
Daerah.

{2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :

a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di
Daerah;

. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan
Tanpa Rokok;

c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada
masyarakat;

d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar
ketentuan Pasal 5 atau Pasal 8; dan

¢. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada
pimpinan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2}

(1)

(2)

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas;

a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;

b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan
elektronik;

b. Koordinasi dengan seluruh instansi,elemen organisasi
masyarakat,kalangan pendidikan,tokoh-tokeh masyarakat,dan tokeh-
tokoh agama;

c. Memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk
hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan
Tanpa Rokok;

d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan
masyarakat dari paparan asap rokok;

¢. Bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional
maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan
asap rokok.

Pembinaan dilalcukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga
dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-
tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-
benar bebas dari asap rokok.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a.kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;

b.melakukan pembinaan kepada pemilik,pengelola,manager,pimpinan,dan
penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan dan
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pelaksaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur di dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Setiap orang,pimpinanlembaga,dan/atau badan yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8, dikenakan
Sanksi administratif,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa:
a. Pembekuan dan/atau pencabutan izin;

b. Denda administratif;

¢. Sanksi polisional



(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

Pemberian teguran tertulis pertama,

Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;

Pemberian teguran tertulis ketiga;

Penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan

izin.

o o =

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurup b
dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setclah mendapat
penetapan dari pengadilan.

(5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat berupa
penyegelan.

Bagian Kedua
Teguran

Pasal 14

(1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8, dan
sudah di berikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang
dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan scbagai berikut:

a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
1). Kesalahan vang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
2). Kewajiban yang harus dilaksanakan;
3). Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain;
i). Mengingatkan teguran pertama,
2). Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
3). Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada
SKPD yang ditunjuk Bupati.

¢. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
1). Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
2). Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
3). Kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh
yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

(2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang
tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)setelah
tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa
denda administrasi dan/atau penyegelan.

Bagian Ketiga
Denda administratif

Paragraf 1
Perorangan

Pasal 15



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah)} dan paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali
pelanggaran,

Paragraf 2
Lembaga

Pasal 16

Setiap pimpinan lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenubhi
kewajiban sebaguimana dimaksud dalam pasal 14, dikenakan denda
administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah} dan/atau
penyegelan.

Paragraf 3
Badan

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 dikenkan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perampasan
barang bukti berupa alat promosi.

(2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 13 ayat (1)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling
banyak Rp.1.000.000.00 (salu juta rupiah).

(2) Setiap pimpinan lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam
dengan pidana kurungan paling lama 1 (salu) minggu atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan pasal 17 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau denda paling banyak Rp.
15.000.000,00 {lima belas juta rupiah).

(4} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3)
adalah pelanggaran.

(5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat
(3), baik berupa tindakan pidana kcjahatan dan/atau tindakan yang
mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau
pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam
dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
10



PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangaka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui  Penyidik
memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya;

1. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapal
dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berada dibawah keordinasi
Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Pidana.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

RN

=

BAEB X1l
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Peraturan daerah ini efektif di berlakukan 1 tahun sejak tanggal di
Undangkan.
(2) Dalam masa 1 tahun dilakukan sosialisasi dan pembinaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.
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Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12

o

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 14 Desember 2015
BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN
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